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RINGKASAN 

 

 Rindhy Umayasari, Efektifitas Penataan Kelembagan Daerah di Era 

Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Batu), Dr. Bambang Supriyono, 

MS, Drs. Suwondo, M.S, 107 hal + xvi 

 

 Penerapan otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999 telah 

membawa harapan bagi banyak pihak, baik masyarakat maupun birokrasi di 

daerah untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom yang mengacu pada 

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan 

adanya perubahan status tersebut, membawa dampak terhadap berbagai hal yang 

menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya adalah dampak 

terhadap Penataan Kelembagaan di daerah yang harus disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan daerah. Oleh karenanya dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai 

pedoman dalam penataan kelembagaan daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah tersebut diharapkan daerah dapat meningkatkan efektifitas penataan 

kelembagaan daerah di era otonomi daerah. 

 

Bagaimanakah efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi 

daerah pada pemerintah Kota Batu? Deskripsi dan analisis untuk menjawab 

pertanyaan tersebut merupakan bagian penting dalah penelitian ini 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini 

adalah :1. Tipe besaran perangkat organisasi daerah, 2. Unsur-unsur kelembagaan 

daerah, yang terdiri dari : a). Unsur Pimpinan (The Strategic Apex), b). Unsur 

Pembantu Pimpinan (The Middle Line), c). Lembaga Teknis Daerah (The 

Technostructure), d). Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (The Opeating Core), 

e). Unsur Pembantu atau Pendukung (The Support Staf), 3. Penataan struktur 

organisasi masing-masing lembaga daerah, 4. Tugas Pokok dan fungsi masing-

masing lembaga daerah. 

 

 Dalam penataan besaran kelembagaan daerah mengacu pada Peraturan 

Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan  

melihat perhitungan jumlah variable yang telah dimiliki oleh Kota Batu maka skor 

yang diperoleh adalah sebesar 54 dengan koalisi menengah tipe B, dengan 

ketentuan jumlah besaran perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Pemerintah tersebut. Kota Batu memilki Sekretaris Daerah dengan 2 Asisten, 

sekretaris DPRD, Lembaga Teknis Daerah sebanyak 7 Satker, Dinas Daerah 

sebanyak 11 Satker, 3 Kecamatan, dan 4 Kelurahan.  

 

 Penetapan stuktur organisasi kelembagaan daerah Kota Batu disesuaikan 

pada kebutuhan dan kemampuan Kota Batu, dengan tujuan mewujudkan 

organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi yang akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah yang akuntabel dan 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu juga 



mencakup penataan fungsi dengan menempatkan tugas pokok dan fungsi pada 

tiap-tiap bagian organisasi perangkat daerah yang tercantum dalam Peraturan 

Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota dan DPRD Kota Batu. 

 

Efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Kota Batu belum dapat dikatakan efektif berdasarkan 

pada peraturan yang menjadi pedoman dalam pembentukan kelembagaan daerah. 

Hal ini dikarenakan masih terdapatnya unsur perangkat daerah yang tidak terdapat 

pada peraturan tersebut tetapi pada kenyataannya masih ada di pemerintah Kota 

Batu.  

 

Penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Batu hendaknya dikaji menyangkut tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Baik dalam hal penataan struktur 

maupun fungsi agar lebih efektif dan jangan berhenti sampai disini, perlu adanya 

penyesuaian kembali, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar 

diperoleh hasil yang maksimal sehingga efisiensi dan efektifitas lembaga tercapai. 

   

 

KATA KUNCI : Penataan Kelembagaan, Efektifitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

 

Rindhy Umayasari, Effectivity Settlement of Institutional Area in 

Autonomous Era of Area ( Study At Government Of Batu City), Dr. Bambang 

Supriyono, MS, Drs. Suwondo, M.S, 107 matter + xvi 

 

Applying of area autonomy which have been raised since year 1999 

bringing expectation for many side, good of bureaucracy and also society in area 

to make its area become otonomous area which relate at Law number 32 year 

2004 about Governance of Area. With existence of change of status, bringing 

impact to matters which concerning management of governance of area among 

others is impact to Settlement of Institute in area which must be adapted for by 

ability and requirement of area. For the reason releasing of Regulation of 

Government of number 41 year 2007 about Local Bureaucracy Organization as 

guidance in settlement of institute of area. Released of Regulation of the 

Government expected by area can improve effectivity settlement of institute of 

area in autonomous era of area  

 

How effectivity settlement of institute of area in autonomous era of area at 

government of to Batu City. Analysis and description to answer the question 

represent important shares in this research. 

 

The method this research used approach qualitative method. Pursuant to 

formulation problem and research target, so this research focus is : 1. type of size 

organizational local bureaucracy of area 2. Elements institute of area, what consist 

of : a). Element Head ( The Strategic Apex), b). Ministrant Element of Head (The 

Middle Line), c). Technical Institute of Area (The Technostructure), d). Element 

Executor Of Local Government (The Opeating Core), e). Ministrant Element or 

Supporter (The Support Staff) 3. Settlement of organization chart of each area 

institute 4. Fundamental Duty and evacuate the each area institute  

 

In settlement of size  institute of area relate at Regulation of Government 

of number 41 year 2007 about Organization Peripheral of Area seen tally of 

variable which have been owned by Batu City hence score the obtained is equal to 

54 with middle coalition of type of B, with rule amount of size local bureaucracy 

of area which have been specified by Regulation of Government. Batu City of has 

Secretary Area by 2 Assistant, secretary of DPRD, Technical Institute of Area 

counted 7 Satker, On duty Area counted 11 Satker, 3 District, and 4 Sub-District.  

 

Stipulating of organizational structure institute in Batu City area 

accomodated by requirement and ability in there, with a purpose to realize 

organization to poor structure and rich function which finally can improve the 

quality of organizational performance, local bureaucracy which is accountable and 

give better service to society. Besides also include cover settlement of function by 

placing fundamental duty and function at every part of organization local 

bureaucracy which is contained at Law which have been specified by Mayor Batu. 

 



Effectivity settlement of institute of area in autonomous era of area which 

have been conducted by government of Batu City not yet earned to be told 

effective pursuant to regulation becoming guidance in forming of institute of area. 

This matter because of that still there are element him local bureaucracy which not 

there are at the regulation but practically there is still in government and DPRD of 

Batu City. 

 

Settlement institute of area in autonomous era of area conducted by 

government of Batu city shall study by concerning about things related to service 

to society. Whether in the case of settlement of function and also structure  to be 

more effective and don't desist until here, need the existence of adjustment return, 

to be done step by step and continual to be obtained result of maximal so that and 

efficiency of efectivity tired institute. 

 

KEY WORDS : Settlement Institusional, Effectivity 
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